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BAB I11

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terkait dengan Proses
pemberian bantuan hukum di Lingkungan Peradilan Militer dan Pengaruh
kepangkatan dalam proses pemberian bantuan hukum di lingkungan peradilan

militer, dapat disimpulkan bahwa:

1. Proses Pemberian bantuan hukum di lingkungan peradilan militer dimulai
saat tersangka dilakukan pemeriksaan oleh penyidik, Penyidik berkewajiban
memberitahukan kepada tersangka tentang hak untuk mendapatkan bantuan
hukum atau bahwa ia dalam perkara ini wajib didampingi oleh penasihat
hukum demi kepentingan pembelaan. Pemberi bantuan hukum berasal dari
Badan Pembinaan Hukum TNI di kesatuan terdakwa masing-masing,
tersangka dapat mengajukan permohonan bantuan hukum dengan cara
membuat surat permohonan bantuan hukum yang ditujukan kepada
PAPERA/ANKUM (perwira hukum), oleh PAPERA/ANKUM  surat
permohonan tersebut diberikan kepada komandan kesatuan dari tersangka
yang isinya mengenai permohonan tersangka untuk didampingi penasihat
hukum, setelah disetujui oleh komandan dari tersangka maka tersangka
membuat surat kuasa yang ditujukan ke PAPERA/ANKUM (perwira
hukum) untuk mendampingi tersangka dari mulai perkara tersebut masuk ke

polisi militer sampai dengan beracara di pengadilan, maupun upaya hukum
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dari banding, kasasi, sampai dengan peninjauan kembali. Tujuan penelitian
tentang proses pemberian bantuan hukum di lingkungan peradilan militer
karena, proses pemberian bantuan hukum di lingkungan militer berbeda
dengan proses pemberian bantuan hukum di lingkungan peradilan-peradilan

lain.

. Pengaruh kepangkatan antara penasihat hukum lebih tinggi dari pada
pangkat hakim di dalam proses pemberian bantuan hukum di Pengadilan
Militer tidak ada. Sebagai contoh di persidangan kasus penyerangan LP
cebongan Sleman Yogyakarta oleh anggota Kopassus Kandang Menjangan
Surakarta, Bahwa pangkat penasihat hukum lebih tinggi dari pada Hakim
tidak menjadi masalah dalam persidangan di pengadilan militer tersebut.
karena tujuannya sama, yaitu sama-sama menggali dan menegakkan hukum

supaya dapat menemukan hukum materiilnya.
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B. SARAN

Saran yang dapat diberikan berkaitan dengan Proses Pemberian
Bantuan Hukum di Lingkungan Militer dan Pengaruh Kepangkatan dalam
Proses Pemberian Bantuan Hukum Dilingkungan Pengadilan Militer 11/11

Yogyakarta yaitu:

1. Lebih meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia sehingga dapat

menjalankan tugas sebagaimana fungsinya dengan baik dan seadil-adilnya.

2. Melakukan Amandemen Undang-undang Nomer 31 Tahun 1997 Tentang
Peradilan Militer dengan ditambah pengaturan mengenai proses pemberian
bantuan hukum beserta dengan pengaruh kepangkatannya dilingkungan

peradilan militer supaya lebih terperinci.

3. Meningkatkan koordinasi antar lembaga-lembaga hukum di Indonesia
karena hukum harus dinamis mengikuti kebutuhan dan perkembangan

jaman.
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